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KATA PENGANTAR

Gugatan sederhana sudah dikenal di berbagai negara sejak beberapa waktu lalu. Indonesia bisa dibilang
agak terlambat mengeluarkan aturan tersebut. Umumnya, landasan hukum suatu gugatan sederhana
dibuat dengan suatu undang-undang, bukan dengan peraturan setingkat lembaga tinggi negara. Dengan

demikian, legitimasi hukum prosedur gugatan sederhana menjadi lebih jelas dan kokoh.

Gugatan sederhana, meski belum tentu cocok untuk semua pihak, akan sangat bermanfaat bagi upaya
pemerintah untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Banyak individu,
termasuk pelaku usaha kecil, yang tidak mengajukan klaim ke pengadilan mengingat prosedur yang
perlu ditempuh pada pengadilan dengan hukum acara biasa. Dengan demikian, waktu, energi, dan biaya
yang perlu dikeluarkan atau dialokasikan menyebabkan suatu rencana pengajuan klaim/gugatan
menjadi tidak efisien.

Gugatan sederhana juga bermanfaat untuk pengusaha di bidang tertentu, khususnya yang bergerak di
bidang jasa, yang melibatkan nilai yang tidak begitu besar (tidak lebih dari Rp 200 juta). Sepanjang
pengusaha tersebut, atau pihak yang mewakili perusahaan tersebut dapat menyempatkan waktu hadir
di persidangan gugatan sederhana (small claims court), maka prosedur ini tentu bermanfaat untuk
diikuti.
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PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Dalam menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung
menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana (“Perma”). Penyelesaian gugatan sederhana dilaksanakan dengan tata cara pemeriksaan
sengketa pada persidangan umum terhadap gugatan perdata terhadap perkara wanprestasi dan/atau
perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil tidak melebihi Rp200.000.000,00 yang mana

hanya memakan waktu selama 25 hari kerja sejak sidang pertama dilaksanakan.

Hakim yang memeriksa dan memutus merupakan hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
Adapun, dikecualikan dari gugatan sederhana, ialah perkara (i) yang penyelesaiannya dilakukan
melalui pengadilan khusus; (ii) perkara mengenai sengketa hak atas tanah; dan (iii) keadaan dimana
tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Syarat agar dapat menyelesaikan perkara melalui gugatan

sederhana, sebagai berikut:

1. Para pihak yakni penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki
kepentingan hukum yang sama;

2. Penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama; dan

3. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau

tanpa didampingi kuasa hukum.

Tahap penyelesaian gugatan sederhana, ialah sebagai berikut:

1. Pendaftaran: penggugat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko yang disediakan
kepaniteraan pengadilan;

2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana: panitera melakukan pemeriksaan syarat
pendaftaran gugatan yang mana apabila tidak memenuhi syarat akan dikembalikan;

3. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti: ketua pengadilan menetapkan hakim
untuk memeriksa gugatan sederhana dan panitera menunjuk panitera pengganti untuk
membantu hakim;

4. Pemeriksaan pendahuluan: hakim memeriksa materi gugatan sederhana yang mana apabila
hakim menilai bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana maka hakim akan
mengeluarkan penetapan gugatan bukan gugatan sederhana dan mencoret gugatan tersebut dari
register perkara;

5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak: setelah ditetapkan gugatan penggugat ialah
gugatan sederhana maka hakim menetapkan hari sidang pertama dan memanggil para pihak;

6. Pemeriksaan sidang pertama dan perdamaian: hakim mengupayakan perdamaian dengan tetap
memperhatikan jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana selama 25 hari. Apabila tercapai

perdamaian, hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Apabila
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tidak tercapai perdamaian, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan
jawaban tergugat;

7. Pembuktian: gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian.
Apabila gugatan dibantah oleh tergugat, maka hakim melakukan pemeriksaan pembuktian
berdasarkan hukum acara perdata yaitu terdiri dari; (i) bukti surat/tulisan; (ii) bukti saksi; (iii)
persangkaan; dan/atau (iv) sumpah; dan

8. Putusan: hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan memberitahukan

hak para pihak untuk mengajukan keberatan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam gugatan sederhana ini adalah keberatan yang diajukan
paling lambat 7 hari kerja setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan, yang mana

setelah diputus atas permohonan keberatan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Jika hal tersebut tidak
dipatuhi oleh pihak yang kalah, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata
yang berlaku. Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus di
dalam Perma ini.

Gugatan sederhana adalah sarana efektif dan efisien untuk perkara wanprestasi dan/atau perbuatan
melawan hukum yang nilainya tidak lebih dari Rp 200 juta, sepanjang penggugat dan tergugat dapat
hadir secara langsung di dalam setiap persidangan dan domisili hukum berada pada pengadilan yang
sama. Perkara gugatan sederhana meliputi antara lain, perkara utang piutang, sewa menyewa antara
pemberi sewa dan penyewa, jasa konstruksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa, biaya pengelolaan,
dana cadangan, asuransi kegagalan bangunan yang tidak dibayar antara P3SRS/badan pengelola dan

penghuni/pemilik, dan lainnya.

--000000--
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MNote:

{a) Putusan harus diucapkan tidak lebih darl 25 hari kerfa sefak sidang pertama dilakukan
(b) Paling lambat 7 hari kerja setelah penetapan majelis hakim
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